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1. Sejak keluarnya Undang Undang Guru Dosen (UUGD)  UU no.14 Tahun 2005 jabatan guru merupakan jabatan profesi dan harus memiliki orgasasi professional guru (PGRI).Ketentuan ini diatur dalam UUGD pasal 4 sebagai berikut : 
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam:
 Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. .
Selanjutnya diatur dalam Pasal 44 ayat  :
(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat
(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru 

Dari ketentuan  tersebut di atas  dapat disimpulkan guru adalah jabatan professional, karena itu harus membentuk organisasi profesi guru dan guru wajib  menjadi anggota organisasi profesi  dalam hal ini organisasi PGRI. Bilamana guru  (professional) tidak menjadi anggota organisasi profesi  maka sesungguhnya guru tersebut melanggar UUGD khususnya pasal tersebut di atas.

Tiap tiap jabatan profesi,seperti dokter, pengacara, akuntan publik dan lain lain memiliki kode etik masing masing. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi profesi maupun tenaga professional yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu guru juga harus memiliki kode etik guru yang disebut Kode Etik Guru Indonesia (KEGI).  Organisasi profesi guru dalam hal ini  PGRI  membentuk Kode Etik Guru Indonesia (KEGI)  sebagimana disebutkan dalam Pasal 43, ayat : 
(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. 
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan 
Pasal tersebut mengharuskan  guru  memahami betul betul  isi dan makna  KEGI, dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari -hari. Pada prinsipnya KEGI menghendaki tindakan guru harus baik tidak sekedar memenuhi peraturan yang berlaku. Tanggung jawab moral sangat diperlukan dalam hal ini. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti ada laporan/pengaduan dari orang tua wali pesrta didik tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh guru. Sangat disayangkan karena orang/ tua wali peserta didik kurang memahami KEGI maka laporan pengaduan langsung disampaikan kepada aparat penegak hukum, padahal kasus tersebut belum tentu merupakan kasus hukum, bisa jadi hanya merupakan kasus pelanggaran kode etik yang  sesungguhnya menjadi wewenang DKGI 
2. Dalam UUGD - UU no 14 tahu 2005  pasal 44 disebutkan pada ayat  sbb:
(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru. 
(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. 
(3) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. 
(4) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

3. Keputusan Kongres XXI PGRI N0. IV/Kongres/ XXI/PGRI/ 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pada Bab XVII Pasal 32  ayat (1) disebutkan :Badan Pimipinan Organisasi membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia, terdiri dari unsur Dewan Penasehat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan unsur keahlian sesuai keperluan. 
Pada ayat (2) disebutkan : Dewan Kehormatan Guru Indonesia bertugas  menegakkan Kode Etik Guru Indonesia, memberikan pendapat, pertimbangan,  dan saran atas pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia, oleh guru kepada badan pimpinan organisasi.

4. Keputusan Pengurus DKGI Pusat No.01/DKGI.P/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Tata Kerja Dan Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia . Dalam Sk tersebut diatur beberapa hal tentang DKGI seperti : Penyusunan dan Pengesahan Pengurus, Prosedur dan Tehnik Pengaduan, Prosedur dan Tehnik Pendaftaran Pengaduan, Prosedur Dan teknik Pengkajian, Peosedur, Tenik dan Agenda Persidangan dan lain lain. Keputusan DKGI Pusat tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan  penegakan KEGI dalam hal ada pengadun dugaan  pelanggarn KEGI.

5. Pengurus  Dewan Kehormatan Guru Indonesia  (DKGI) Provinsi Jawa Tengah  dan Pengurus DKGI Kabupaten Kota se Jawa Tengah dilantik oleh Pengurus DKGI Pusat pada tanggal 3 Maret 2012


B. Tugas DKGI
DKGI merupakan perangkat kelengkapan orgnisasi yang dibentuk oleh organisasi PGRI sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2005 tentang Undang Undang Guru Dosen. Keberadaan DKGI setelah guru menjadi jabatan professional sangatlah penting untuk menjaga, mengawal dan menegakkan KEGI serta  martabat guru  yang mulia sebagai pendidik nasional.
Dalam rangka  itu DKGI bertugas antara lain sbb :
1. Mensosialisasikan keberadaan DKGI seperti tugas, kewajiban dan wewenangnya kepada seluruh unsur pendidik, orang tua /wali murid dan pihak lain terkait, ba.ik secara langsung maupun melalui media, termasuk buku pinter.
2. Mensosialisasikan KEGI kepada seluruh unsur pendidik, orang tua /wali murid dan pihak lain terkait, baik secara langsung maupun melalui media, termasuk buku pinter. Sosialisasi ini sangat penting artinya khususnya bagi guru agar memahami betul materi KEGI, bertindak professional dalam mendidik/mengajar dan menghindari hal hal yang dapat membawa keranah hukum
3. Melakukan mediasi antara para pihak yaitu guru dan  orang tua wali peserta didik, bilamana terjadi pengduan terhadap dugaan adanya pelanggaran KEGI oleh guru.
4. Melakukan proses persidangan dan pengambilan putusan  atas perkara 
dugaan adanya pelanggaran KEGI oleh guru.

C. Kewajiban  DKGI
1. Menerima laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran KEGI oleh guru
2. Memeriksa/melakukan pengkajian surat pengaduan dan kelengakapannya (sesuai SK DKGI Pusat PGRI No.01/DKGI.P/2012 tanggal2 Mei 2012.
3. Apabila kelengkapan surat pengaduan telah lengkap  syarat syarat yang diperlukan , DKGI wajib melakukan persidangan atas pengaduan tersebut.
4. Adapun syarat pengaduan terdapat dalam pasal 3 tentang Pengajuan Pengaduan : 
a. Identitas pelapor meliputi :
1) Nama
2) Pendidikan terakhir
3) Tempat tinggal terakhir
4) Status perkawinan
5) Agama
6) Pekerjaan/Jabatan
7) Alamat kantorr/telepon
8) Alamat rumah/telepon
9) Nomor telepon seluler ybs
b. Uraian mengenai apa yang menjadi dasar pengaduan antara lain :
1) Kedudukan pengadu dan keterkaitannya dengan materi pengaduan
2) Alasan pengaduan yang harus diuraikan secara jelas dan rinci tentang identitas yang melanggar, kapan dan dimana terjadinya pelanggaran, dan lain lain yang memperjelas terjadinya pelanggaran
3) Identitas teradukan sekurang- kurangnya menyebutkan nama, pekerjaan/jabatan, alamat rumah/kantor/sekolah,dan nomor telepon.
4) Alat bukti yang mendukung
c. Surat pengaduan dianggap sah apabila waktu kejadian dugaan pelanggaran belum melewati 2,5 thun atau lebih.
5. Setelah melakukan persidangan, DKGI wajib mengambil keputusan terhadap pengaduan tersebut baik menerima atau menolak pengaduan.
6. Dalam hal terbukti ada pelanggaran KEGI , DKGI  memberikan rekomendasi sanksi kepada instansi/penyelenggara pendidikan. 
7. Dalam hal teradukan  dan/atau pengadu menolak keputusan DKGI, yang bersangkutan dapat mengajukan banding, dengan syarat :
a. Belum lewat 7 (tujuh) hari sejak diputuskan oleh DKGI
b. Tata cara pengaduan sama seperti pengajuan pengaduan
8. Dalam hal teradukan tidak bersalah dan pengadu tidak melakukan banding, DKGI memberitahu PGRI setempat, selanjutnya PGRI mengeluarkan surat keputusan pemulihan nama baik disertai permintaan maaf kepada teradukan.
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